
 

1 
 

AKESIBILITAS PELAYANAN AIR MINUM LAYAK BAGI MASYARAKAT  

DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

Muhamad Ferdi Firmansyah 

NPP. 32.0626 

Asdaf Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

                                    Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah 

Email: muhamadferdi309@gmail.com 

Pembimbing Skripsi: Dedi Kusmana, S.Sos, M.Si. 

ABSTRACT 

Problem Statement/Background (GAP): Access to safe drinking water services is a fundamental need 

essential for ensuring public health. However, in Central Lombok Regency, many areas remain 

inadequately served, either through household connections or water transportation systems. This 

indicates low accessibility to safe drinking water services and presents a challenge in the provision of 

basic public services. Purpose:  This study aims to analyze the accessibility of safe drinking water 

services for communities in Central Lombok Regency. Method: This research employs a qualitative 

descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, 

and documentation. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing techniques. Result: In the infrastructure dimension, the piped network only reaches 

certain areas and excludes many southern and hilly villages. In the location dimension, service 

distribution is concentrated in urban areas, while remote villages remain underserved. In the individual 

dimension, economic limitations and distance to water sources are major barriers to access. In the 

utility dimension, some residents continue to rely on traditional water sources due to habits and 

perceptions of quality, even when services are available. Conclusion: The accessibility of safe drinking 

water services in Central Lombok Regency is not yet optimal. To improve the service, the government 

must expand the distribution network, increase water transport capacity, and enhance community 

participation. 

Keywords: Accessibility, Public Service, Safe Drinking Water, Infrastructure, Central Lombok Regency. 

ABSTRAK 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Akses terhadap pelayanan air minum layak merupakan 

salah satu kebutuhan dasar yang penting untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat. Namun, di 

Kabupaten Lombok Tengah masih banyak wilayah yang belum terlayani secara optimal, baik 

melalui sambungan rumah maupun pengangkutan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya 

aksesibilitas pelayanan air minum layak dan menjadi tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas pelayanan air minum layak bagi 

masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Pada dimensi infrastruktur, ditemukan bahwa jaringan 

perpipaan hanya menjangkau sebagian wilayah dan belum menjangkau desa-desa di daerah selatan 
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dan perbukitan. Pada dimensi lokasi, distribusi layanan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, 

sementara desa terpencil mengalami keterbatasan akses. Pada dimensi individu, kemampuan 

ekonomi dan jarak rumah ke sumber air menjadi faktor penghambat utama akses masyarakat. 

Sementara itu, pada dimensi utilitas, sebagian masyarakat masih memilih sumber air tradisional 

meskipun sudah tersedia layanan karena faktor kebiasaan dan persepsi kualitas. Kesimpulan: 

Aksesibilitas pelayanan air minum layak di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal. Untuk 

meningkatkan layanan, pemerintah perlu memperluas jaringan distribusi, menambah armada 

pengangkut, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Kata kunci: Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Air Minum Layak, Infrastruktur, Kabupaten Lombok 

Tengah 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang    

Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan 

Pengendalian Daya Rusak Air (Sumarno et al. 2024). Jaringan distribusi air merupakan sistem 

infrastruktur penting yang memungkinkan pasokan air harian bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi 

(Bakhtawar et al., 2025). Meskipun telah terjadi kemajuan yang luar biasa dalam meningkatkan akses 

terhadap pasokan air minum yang aman, andal, dan mudah diakses, laporan terbaru menyoroti masih 

adanya ketimpangan dalam kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), baik di 

dalam maupun antar negara (Chung et al., 2023). Pelayanan air minum layak merupakan salah satu elemen 

penting dalam mendukung derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan kualitas 

tata kelola pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Lu et al. (2021) menyatakan bahwa akses terhadap 

air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Namun, hingga saat ini masih banyak 

daerah di Indonesia yang menghadapi kesenjangan dalam penyediaan layanan tersebut, termasuk 

Kabupaten Lombok Tengah. Air minum layak juga dapat memiliki peran untuk membuat tingkat 

rekontaminasi terendah untuk E. coli dan total koliform (Gärtner et al., 2021). Pemerintah daerah memiliki 

tanggung jawab besar dalam menjamin pemerataan akses air minum layak sebagai bagian dari urusan 

wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Kondisi di Lombok Tengah menunjukkan masih adanya hambatan dalam 

penyediaan layanan, baik dari segi infrastruktur, distribusi, maupun kesenjangan wilayah, yang 

berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.       

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, capaian akses air 

minum layak di Kabupaten Lombok Tengah baru mencapai 93,26%, menjadikannya sebagai salah satu 

daerah dengan cakupan terendah di provinsi NTB (BPS NTB, 2024). Ketimpangan akses ini tidak hanya 

terjadi antar wilayah kecamatan, namun juga antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Masyarakat di 

beberapa wilayah masih mengandalkan sumber air tidak layak seperti sumur gali, mata air terbuka, hingga 

air permukaan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan, 

tetapi juga menurunkan produktivitas dan memperdalam kerentanan sosial ekonomi, sebagaimana 

disampaikan oleh Bain et al. (2014) bahwa keterbatasan akses air bersih secara langsung berkorelasi 

dengan peningkatan risiko penyakit menular, terutama di negara berkembang dengan sistem pelayanan air 

yang belum memadai. 

Rendahnya aksesibilitas terhadap air minum layak di Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan jaringan infrastruktur, kapasitas armada 

pengangkut air yang belum mencukupi, serta belum meratanya pelayanan PDAM ke seluruh kecamatan.D 
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Ditambah lagi dengan Tingkat kebocoran pipa atau kehilangan air (non revenue water) yang tinggi 

memperah keadaan ini. Menurut Shyu et al. (2025) Jika kebocoran diperbaiki dan toilet hemat air 

dipasang, sistem ini dapat memaksimalkan kebutuhan air, sehingga memungkinkan tercapainya sistem air 

yang efisien sepenuhnya. Selain itu, persoalan topografi wilayah yang sebagian berupa perbukitan turut 

menyulitkan distribusi air melalui jaringan perpipaan. Penelitian oleh Rahayu (2023) menunjukkan bahwa 

kesenjangan layanan air minum di wilayah terpencil umumnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar 

instansi, keterbatasan anggaran daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya air secara berkelanjutan. Kondisi ini juga tercermin di Lombok Tengah, di mana perencanaan dan 

penganggaran sering kali belum sepenuhnya berpihak pada sektor air minum sebagai prioritas utama 

pelayanan dasar. 

Menghadapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai 

upaya, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pembentukan zona 

pelayanan distribusi air, serta peningkatan koordinasi lintas sektor antara PDAM, Bappeda, dan Dinas 

Pekerjaan Umum. Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal, 

terutama dalam menjangkau masyarakat yang berada di daerah perbukitan dan pelosok. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana aksesibilitas pelayanan air minum layak 

dapat dirasakan masyarakat serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan pelayanan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan teori aksesibilitas dari Geurs dan Van 

Wee (2004), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi strategis 

dalam upaya mewujudkan pemerataan layanan dasar di daerah. 

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya cakupan pelayanan air minum layak di 

Kabupaten Lombok Tengah, terutama di wilayah perdesaan dan daerah yang secara geografis sulit 

dijangkau. Beberapa masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi terbatasnya jaringan 

perpipaan PDAM, ketimpangan distribusi pelayanan antarwilayah, rendahnya daya jangkau layanan air 

oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta masih adanya masyarakat yang memilih menggunakan 

sumber air tidak layak karena faktor kebiasaan atau akses. Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji 

secara spesifik bagaimana keempat dimensi aksesibilitas yakni infrastruktur, lokasi, individu, dan utilitas 

berinteraksi dalam membentuk ketimpangan layanan air minum di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini 

hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam aksesibilitas pelayanan 

air minum layak berdasarkan konteks lokal di Kabupaten Lombok Tengah. 

  

1.3. Penelitian Terdahulu  

  

Penelitian yang dilakukan oleh Prayudhy Yushananta dan Samsul Bakri (2021) yang berjudul 

“Analisis Pembiayaan Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Sehat dengan Pendekatan Cost-Benefit 

Analysis (CBA)” bertujuan untuk menganalisis kelayakan program air minum dan sanitasi sehat dari sisi 

pembiayaan, manfaat, dan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode analisis biaya dan manfaat (CBA) pada program air minum dan sanitasi di daerah perkotaan. Hasil 

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk investasi infrastruktur 

air dan sanitasi memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, 

sehingga program dinilai layak secara ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. 



 

4 
 

Penelitian oleh Tri Budi Rahayu dan Erika (2023) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Program 

Penyuluhan Kesehatan, Akses Air Minum Bersih, dan Fasilitas Sanitasi terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Barat” bertujuan untuk mengukur pengaruh simultan dari intervensi 

pemerintah dalam bidang kesehatan lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda untuk mengolah data dari 

beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel 

penyuluhan kesehatan, akses air minum bersih, dan fasilitas sanitasi berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. 

Penelitian oleh Nelyta Oktavianisya et al. (2020) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Penggunaan Air Bersih dan Air Minum di Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng” membahas peran aktif 

masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air bersih di daerah perdesaan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Desa Cangkreng. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih tidak hanya bergantung pada 

infrastruktur, tetapi juga pada kesadaran masyarakat, kearifan lokal, serta peran kelompok swadaya 

masyarakat dalam mengelola sumber air. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Anggara, Suryawan Murtiadi, dan Muhajirah (2022) berjudul 

“Analisis Keterlambatan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat pada 

Program PAMSIMAS III Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Tengah” berfokus pada evaluasi penyebab 

keterlambatan pembangunan sarana air minum dan sanitasi di wilayah tersebut. Menggunakan pendekatan 

kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya kesiapan 

kelompok masyarakat penerima program, keterlambatan pencairan dana, serta kendala teknis dan 

administratif di lapangan. 

Penelitian oleh Nadia Khoirunnisa (2019) yang berjudul “Peran Penyelenggara Air Minum dalam 

Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum” membahas bagaimana peran lembaga penyelenggara, 

khususnya PDAM, dalam meningkatkan efektivitas sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif terhadap kinerja PDAM 

dalam perencanaan, distribusi, dan pemeliharaan infrastruktur air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran aktif penyelenggara sangat menentukan keberlanjutan layanan air minum, mulai dari penyusunan 

kebijakan internal hingga pelibatan masyarakat sebagai pengguna akhir.  

 

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah  

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam analisis aksesibilitas pelayanan air minum dengan 

menggunakan pendekatan empat dimensi dari Geurs dan Van Wee, yaitu infrastruktur, lokasi, individu, 

dan utilitas, yang belum banyak diterapkan dalam studi pelayanan publik di tingkat lokal. Penelitian ini 

berbeda dengan Prayudhy Yushananta dan Samsul Bakri (2021) yang menitikberatkan pada kelayakan 

finansial program air minum melalui pendekatan Cost-Benefit Analysis, sementara penelitian ini fokus 

pada ketimpangan akses berdasarkan faktor spasial dan sosial. Perbedaan juga terlihat dari penelitian 

Tri Budi Rahayu dan Erika (2023) yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh 

akses air terhadap kesejahteraan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

memahami pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan air. Penelitian oleh Nelyta Oktavianisya 

et al. (2020) lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian ini fokus 

pada kebijakan dan struktur pelayanan. Penelitian Nadia Khoirunnisa (2019) berfokus pada peran 

kelembagaan PDAM, sedangkan penelitian ini mengaitkan peran kelembagaan dengan faktor geografis 

dan akses individu. Adapun penelitian Dani Anggara, Suryawan Murtiadi, dan Muhajirah (2022) lebih 

membahas keterlambatan pelaksanaan program PAMSIMAS secara teknis dan administratif, sementara 

penelitian ini menganalisis secara lebih luas aksesibilitas layanan dari sisi pengguna dan kebijakan. 
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Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru melalui pendekatan teori 

aksesibilitas yang diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah. 

1.5. Tujuan.   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aksesibilitas pelayanan air 

minum layak bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan 

dan menganalisis secara mendalam realitas sosial terkait aksesibilitas pelayanan air minum layak di 

Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menangkap fenomena kompleks 

secara kontekstual dan alami di lapangan. Metode ini memungkinkan penggalian informasi secara 

fleksibel dan mendalam terhadap interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan layanan 

dasar. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball 

sampling, berdasarkan relevansi dan pengalaman mereka terhadap topik yang diteliti. Informan kunci 

adalah Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, 

karena memiliki posisi strategis dalam perencanaan dan pengelolaan layanan air minum daerah. Selain 

itu, kepala dinas dan kepala bidang terkait turut diwawancarai untuk memperkuat konteks kebijakan, 

sementara masyarakat penerima dan bukan penerima layanan dipilih untuk memberikan perspektif 

pengguna. 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu di bulan April 2025, dengan lokasi penelitian berada 

di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

serta beberapa desa di Kecamatan Praya Timur dan Pujut. Wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data primer yang aktual, didukung oleh dokumen 

resmi seperti RISPAM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2045 sebagai data sekunder pendukung. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN   

3.1. Infrastruktur Pelayanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah 

Suatu program atau kebijakan pemerintah dapat dikatakan sudah tepat sasaran apabila program 

tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempunyai daya dukung lingkungan, aparatur yang cukup, 

dan membawa perubahan dan kemajuan bagi Masyarakat (Simangunsong, 2016). Akses air minum layak 

di wilayah kepulauan seringkali terkendala oleh pasokan yang tidak mencukupi. Syahriani et al. (2022) 

menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami kesulitan 

dalam mengakses air bersih karena pasokan yang terbatas. Kondisi infrastruktur menjadi salah satu faktor 

utama yang memengaruhi tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan air minum layak di 

Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan data dari Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air 

Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2045, cakupan pelayanan air minum 

perpipaan di kabupaten ini baru mencapai sekitar 40% dari total jumlah penduduk. Artinya, lebih dari 

separuh masyarakat masih bergantung pada sumber air non-perpipaan seperti sumur gali, mata air, dan air 

hujan. Wilayah-wilayah yang berada di perbukitan dan pesisir, seperti Kecamatan Pujut dan Praya Timur, 
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menjadi daerah dengan keterbatasan paling nyata karena jaringan distribusi PDAM belum menjangkau 

seluruh kawasan tersebut 

Keterbatasan infrastruktur perpipaan juga tercermin dari distribusi wilayah pelayanan PDAM yang 

terbagi dalam lima zona, yakni Zona Utara, Timur, Tengah, Selatan, dan Barat. Namun, dari kelima zona 

tersebut, hanya dua zona yang terlayani secara optimal, yaitu Zona Tengah dan Zona Selatan. Hal ini 

menyebabkan ketimpangan antarwilayah, di mana masyarakat di zona lain masih harus mengakses air dari 

sumber yang tidak terjamin kelayakannya. Kondisi ini diperburuk dengan belum optimalnya kapasitas 

produksi dan distribusi air oleh PDAM yang hanya mampu melayani sebagian kecil kebutuhan masyarakat 

secara berkelanjutan. Hutton & Varughese (2016) menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan 

infrastruktur air minum di negara berkembang sering kali menciptakan “service gap” yang memperbesar 

risiko eksklusi masyarakat rentan dari akses layanan dasar yang layak dan berkelanjutan. Ditambah lagi 

dengan masyarakat kurang mampu yang semakin memperburuk kualitas aksesibilitas air minum layak. 

Masyarakat berpenghasilan rendah dihadapkan pada dilema pengeluaran terbatas yang berdampak pada 

akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk air minum layak. Seperti yang disampaikan pada penelitian 

Kearns & Mulhern (2021), kelompok masyarakat miskin menghadapi ketidakpastian dalam pengeluaran 

dan mengkhawatirkan akses mereka yang rapuh terhadap air dan sanitasi. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa desa seperti Desa Sengkol, 

Desa Kuta, dan Desa Kidang masih mengandalkan air dari sumur gali dan mata air yang belum teruji 

kualitasnya. Pada musim kemarau, beberapa wilayah bahkan mengalami kekeringan sehingga masyarakat 

terpaksa membeli air dari mobil tangki swasta dengan harga yang cukup tinggi. Informasi ini diperkuat 

melalui wawancara dengan Kepala Seksi Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa armada tangki air milik pemerintah sangat terbatas 

dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan 

infrastruktur tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga pada keterjangkauan layanan secara 

ekonomi dan fisik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dokumen RISPAM Lombok Tengah Tahun 2025–2045 juga mencatat bahwa kebutuhan investasi 

infrastruktur air minum masih sangat besar untuk mencapai target layanan 100% akses air minum layak 

pada tahun 2045. Pembangunan SPAM Regional Selatan yang telah dimulai, meskipun menjanjikan, 

belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena keterbatasan jangkauan dan kapasitas 

distribusinya. Selain itu, belum tersedianya sistem pemantauan kualitas air secara berkala di sebagian 

besar desa menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin air yang tersedia benar-benar layak konsumsi. 

Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur harus dilakukan secara terpadu dengan penguatan 

kelembagaan, penyediaan armada tangki yang memadai, serta penataan ulang jaringan distribusi agar 

pelayanan air minum dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok 

Tengah. 

 

3.2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemerataan Lokasi Pelayanan Air Minum 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merespons ketimpangan akses air minum dengan 

membangun strategi pelayanan berbasis zonasi wilayah. Pendekatan ini dirancang untuk menyesuaikan 

perencanaan distribusi air minum dengan kondisi geografis, ketersediaan sumber air baku, dan jumlah 

penduduk. Strategi ini sejalan dengan penelitian oleh  McDonald et al. (2014) yang menekankan 

pentingnya pemetaan spasial dan prioritisasi wilayah marjinal dalam pengembangan sistem air minum 

untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan layanan di negara berkembang. Zonasi tersebut dibagi 

menjadi tiga wilayah besar Zona Barat, Zona Tengah, dan Zona Timur yang masing-masing memiliki 

fokus dan karakteristik pengelolaan yang berbeda. Strategi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi 
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juga digunakan sebagai dasar teknis dalam penyusunan sistem jaringan distribusi serta perencanaan jangka 

panjang yang tertuang dalam Dokumen RISPAM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2045. 

Menurut Van Vliet et al. (2021) layanan dapat menjadi lebih responsif dan inklusif jika memahami 

pentingnya adaptasi sistem air terhadap kondisi sosial-geografis lokal. 

Zona Barat mencakup wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan akses 

infrastruktur yang relatif memadai, seperti Kecamatan Praya, Praya Tengah, dan Jonggat. Di zona ini, 

pelayanan PDAM sudah berjalan lebih stabil karena ketersediaan jaringan perpipaan yang lebih lama 

dibangun dan dekat dengan instalasi pengolahan air. Strategi yang diterapkan pemerintah pada wilayah 

ini adalah optimalisasi kapasitas layanan dengan peningkatan efisiensi jaringan dan pemeliharaan fasilitas 

eksisting. Selain itu, Zona Barat juga dijadikan sebagai basis operasional utama dalam mendukung zona 

lain yang mengalami keterbatasan distribusi. Pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan layanan 

di zona ini dengan memperkuat sistem monitoring kualitas air, menambah unit pelayanan teknis, serta 

membangun titik-titik distribusi cadangan sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kebutuhan atau 

gangguan pasokan. Keberhasilan pengelolaan di Zona Barat menjadi model pengembangan bagi wilayah 

lain, terutama dalam hal teknis operasional dan manajemen distribusi. 

 
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 

Gambar 1 Rencana Pembangunan Zona Barat 
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Zona Tengah berada pada posisi transisi antara kawasan dengan pelayanan relatif baik dan kawasan 

yang masih belum terlayani secara memadai. Wilayah ini meliputi beberapa kecamatan yang memiliki 

tantangan dalam hal jangkauan jaringan perpipaan, namun memiliki potensi pengembangan yang besar 

karena berada dekat dengan pusat distribusi utama. Pemerintah daerah memanfaatkan posisi strategis ini 

dengan merancang pembangunan sistem distribusi baru yang menghubungkan zona ini ke sumber air baku 

di Batukliang dan sekitarnya. Selain itu, strategi zonasi di wilayah ini juga difokuskan pada 

pengembangan jaringan sekunder dan tersier, serta pemanfaatan reservoir penyangga untuk memperluas 

jangkauan pelayanan ke desa-desa pinggiran. Zona Tengah juga dilihat sebagai wilayah potensial untuk 

integrasi program air minum dengan pengembangan kawasan permukiman baru, sehingga pembangunan 

infrastruktur air direncanakan seiring dengan pertumbuhan tata ruang. 

 
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 

Gambar 2 Rencana Pembangunan Zona Tengah 

Zona Timur merupakan wilayah dengan tantangan paling kompleks dalam pelayanan air minum. 

Wilayah ini mencakup daerah-daerah seperti Kecamatan Praya Timur dan Pujut yang secara geografis 

didominasi oleh perbukitan, curah hujan yang tidak merata, dan kepadatan penduduk yang rendah. 
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Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut belum banyak dijangkau oleh jaringan perpipaan, sehingga 

masyarakat masih bergantung pada sumber air tradisional seperti sumur gali, tadah hujan, dan pembelian 

air tangki. Pemerintah daerah merespons kondisi ini dengan merancang strategi pengembangan sistem 

pelayanan non-perpipaan yang bersifat adaptif, seperti pembangunan sumur bor dalam, embung 

multifungsi, dan titik pengisian air bersih. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan model pelayanan yang 

tidak bergantung pada jaringan utama, namun tetap memenuhi standar akses air minum layak bagi 

masyarakat terpencil. 

 
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 

Gambar 3 Rencana Pembangunan Zona Timur 

Strategi zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya bertujuan 

untuk memetakan wilayah berdasarkan kondisi fisik dan teknis, tetapi juga untuk menyusun prioritas 

pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk 

mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan terukur, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan 

kerentanan wilayah. Zonasi juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan tahunan, 

seperti perluasan jaringan PDAM, penyediaan armada mobil tangki, hingga integrasi program air minum 

dengan pengembangan permukiman dan sanitasi. Dengan adanya klasifikasi zona, intervensi kebijakan 

menjadi lebih terarah, serta memudahkan evaluasi capaian pembangunan antarwilayah. 
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Secara keseluruhan, strategi zonasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah mencerminkan 

pendekatan spasial yang berorientasi pada keadilan layanan. Pendekatan ini menyesuaikan intervensi 

berdasarkan karakteristik wilayah dan memperhitungkan keterbatasan geografis maupun sosial yang 

dihadapi masyarakat. Dengan memperkuat sistem perencanaan berbasis zona, pemerintah memiliki 

kerangka yang lebih jelas dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur air minum ke wilayah-wilayah 

tertinggal. Di sisi lain, strategi ini juga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, 

terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan air masyarakat di masa mendatang. Pada setiap 

proses penyelenggaraan pasti menghadapi hambatan. Namun setiap permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi pasti memiliki solusi dan upaya konkret untuk bisa menyelesaikannya (Peramesti dan Kusmana, 

2018). 

 

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian 

   

Penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas pelayanan air minum layak di Kabupaten Lombok 

Tengah masih belum merata, baik dari segi infrastruktur maupun lokasi pelayanan. Hal ini selaras dengan 

penelitian Nelyta Oktavianisya et al. (2020) yang menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyediaan 

air bersih di wilayah perdesaan adalah terbatasnya infrastruktur dan minimnya intervensi pemerintah 

dalam memperluas cakupan layanan. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan 

pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air, penelitian ini menyoroti peran pemerintah 

daerah dalam merespons kesenjangan layanan melalui strategi zonasi wilayah dan pembangunan SPAM 

Regional. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini menawarkan perspektif kebijakan yang lebih 

sistematis dalam memahami aksesibilitas, bukan hanya dari sisi masyarakat, tetapi juga dari sisi 

perencanaan layanan. 

Jika dibandingkan dengan penelitian Prayudhy Yushananta dan Samsul Bakri (2021) yang 

menggunakan pendekatan Cost-Benefit Analysis (CBA) dalam menganalisis kelayakan program air 

minum dan sanitasi, temuan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek spasial dan 

ketimpangan akses layanan. Meskipun keduanya sama-sama berangkat dari kepentingan peningkatan 

akses air minum, pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian CBA menunjukkan bahwa program air 

minum umumnya layak secara ekonomi, namun tidak memberikan gambaran konkret mengenai distribusi 

geografis atau keterjangkauan layanan oleh masyarakat miskin dan terpencil. Penelitian ini justru mengisi 

kekosongan tersebut dengan menunjukkan bagaimana faktor lokasi dan ketersediaan infrastruktur menjadi 

pembeda utama dalam kesenjangan layanan yang terjadi antarwilayah di Kabupaten Lombok Tengah. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Tri Budi Rahayu dan Erika (2023) yang 

menunjukkan adanya hubungan positif antara akses air minum bersih dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks Lombok Tengah, meskipun belum seluruh wilayah menikmati layanan air 

minum layak, upaya perluasan akses oleh pemerintah daerah menunjukkan potensi peningkatan kualitas 

hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah rawan air. Namun, berbeda dengan pendekatan 

kuantitatif dalam penelitian Rahayu dan Erika yang menilai pengaruh program secara statistik, penelitian 

ini menyajikan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial yang lebih dalam, seperti 

ketergantungan masyarakat terhadap air tangki swasta, serta keterbatasan mobilitas dan daya beli 

masyarakat miskin yang menjadi penghambat utama dalam mengakses air layak. 

Temuan dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Nadia Khoirunnisa (2019) 

yang menyoroti pentingnya peran penyelenggara layanan dalam hal ini PDAM dalam meningkatkan 

sistem penyediaan air minum. Namun, jika dalam penelitian Khoirunnisa difokuskan pada penguatan 

kelembagaan dan peran internal PDAM, penelitian ini melihat lebih luas pada bagaimana sinergi antara 

PDAM, Dinas PUPR, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam pemerataan layanan berbasis zonasi. 
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Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa meskipun PDAM memiliki peran penting dalam operasional 

teknis, arah perencanaan dan alokasi pembangunan tetap sangat bergantung pada kebijakan makro yang 

dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RISPAM. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

penyediaan layanan air tidak hanya ditentukan oleh efektivitas lembaga penyelenggara, tetapi juga oleh 

kapasitas perencanaan lintas sektor yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial setempat. 

Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan kajian aksesibilitas 

pelayanan publik dengan menggunakan perspektif multi-dimensi yang dikembangkan oleh Geurs dan Van 

Wee (2004), khususnya pada konteks lokal pemerintahan daerah. Pendekatan ini mampu menjelaskan 

bagaimana akses fisik (infrastruktur), lokasi geografis, kondisi individu, dan utilitas layanan saling 

berinteraksi dalam menciptakan ketimpangan akses air minum layak. Dengan demikian, temuan penelitian 

ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya peran pemerintah 

dan penyedia layanan, tetapi juga menawarkan model analisis yang lebih menyeluruh untuk memahami 

permasalahan pelayanan dasar di wilayah tertinggal. Penekanan pada pendekatan spasial dan kebutuhan 

lokal menjadi nilai tambah dalam menyusun strategi kebijakan berbasis keadilan layanan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan air minum layak di Kabupaten Lombok 

Tengah masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal pemerataan infrastruktur dan jangkauan 

lokasi pelayanan. Ketimpangan antarwilayah masih terlihat jelas, di mana wilayah perkotaan seperti Praya 

dan Jonggat relatif terlayani dengan baik, sementara wilayah selatan dan timur seperti Pujut dan Praya 

Timur masih bergantung pada sumber air alternatif yang belum terjamin kelayakannya. Hal ini 

menandakan bahwa pelayanan air minum di daerah ini belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat secara adil dan merata. 

Strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti pembangunan SPAM Regional Selatan dan 

penyusunan zonasi wilayah pelayanan, merupakan langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan akses. 

Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pendekatan spasial dalam 

perencanaan pelayanan dasar. Namun, efektivitas implementasi strategi ini masih terbatas oleh faktor-

faktor seperti keterbatasan anggaran, minimnya armada distribusi air, serta belum optimalnya kapasitas 

kelembagaan dalam menjangkau wilayah-wilayah marjinal. 

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam menganalisis aksesibilitas 

pelayanan air minum, sebagaimana tercermin dalam teori Geurs dan Van Wee. Dimensi infrastruktur, 

lokasi, individu, dan utilitas terbukti saling memengaruhi dalam menciptakan pola ketimpangan akses di 

tingkat lokal. Temuan ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang 

lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji akses pelayanan publik secara lebih holistik 

dalam konteks daerah lain dengan karakteristik serupa. 

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang bersumber dari 

wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Lombok Tengah yang terjangkau oleh observasi dan wawancara. 

Karena pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk 

digeneralisasi ke seluruh populasi, melainkan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang 

mendalam. Selain itu, keterbatasan dalam ketersediaan data sekunder yang mutakhir serta minimnya akses 

terhadap beberapa dokumen teknis pemerintah juga menjadi tantangan dalam memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang kebijakan dan implementasi pelayanan air minum di tingkat daerah. 
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Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi 

lebih lanjut mengenai peran kelembagaan dan tata kelola lintas sektor dalam memperkuat pemerataan 

akses pelayanan air minum di daerah tertinggal. Selain itu, penting juga untuk menelusuri keterkaitan 

antara aksesibilitas air minum dan indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam, khususnya 

dalam konteks perdesaan. Fokus pada dinamika pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan 

pengawasan layanan juga menjadi aspek yang relevan untuk dikaji 
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